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!　　　　　　　　WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksana紬pendataan ulang data

o巾ek PBB-P2 yang ada di lapang狐agar sesuai deng狐

basis data PBB-P2, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendataan Ulang Objek

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pc.rkotaan;

1〃　Undang-Unda皿g Nomor　8　D轟. Tahun 1956　tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalan

しingkungan Daerah　打opinsi Sumatera Utara

(Le皿bar劃　Negara Republik　暮ndonesia Tahun 1956

Nomor Nomor　59, Tambahan Lembar紬　Negara

Republik工ndoncsia Nomor 1092);

2･ Undang-Undang Nomor　28　Tahun 1999　tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Repub重ik賞ndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik事ndonesia Nomor 385 1);

3･ Undang-Undang Nomor 17　Tahun　2003　tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Ta皿bah劃Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);



4･ Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun　2014　Nomo｢　244, Tambahan

Lembaran Negara Republik　量ndonesia Nomor　5587)

sebaga王mana te重a血　beberapa kali diubah tera皿ir

dengan Und紬g-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Pemerintah恥sat dan Peme正ntah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndoncsia Nomor 6757);

5. Undang-Und紬g Nomo｢ 1　Tahun　2022　tentang

Hubung紬Keu紬gan Pemehntah恥sat d狐Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

重ndonesia Nomor 6757);

6･ Peratur紬Pe皿ehntah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2023

Nomo｢ 85, Tambah狐　Lembar劃　Negara Republik

lndonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Dae重ah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2011

tenta皿g Pajak Bumi din　Bangun紬　Perdesa紬　dan

Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 20 1 1

Nomor 11);

8･ Peraturan Dae重ah Kota Sib○○ga Nomor 5 Tahun 2022

tenta皿g Pokok-Pokok Pengelola紬　Keuangan Daerah

(Lembar紬Daerah Kota Sibolga Tahun 2022 Nomor与2);

9. Peraturan Walkota Sibolga Nomor　973/30/2012

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Bumi d狐Bangunan Perdesa狐dan Perkota狐(Berita

Daerah Kota Sibolga Tah皿2012 Nomor 30);

MBMUTUSKAN :

pERATURAN WALI KOTA TEN皿N G pETUN↓ u K

pELAKSANAAN PENDATAAN uしANG OBJEK恥JAK BUMI

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.



BAB工

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalan Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sibolga.

2. Wali Kota ad瓢ah Wa虹Kota Sibolga･

3. Se血etaris Dae重ah adalah Se虹etaris Daerah Kota

S ibolga･

4. Pe皿erintah Daerah adalah Wa止Kota sebaga上unsur

penye量cnggara Peme正ntahan Daerah yang memimpin

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah o亡ono皿.

5. Bad孤Pengelola紬Keua皿g弧dan Pendapatan Aset

Daerah y紬g sela垂utnya disingkat BPKPAD ad血ah

Badan Pengelola紬Keu劃gan dan Pendapatan Aset

Dae｢ah Kota Sibolga･

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas
bumi dan/atau b紬gun孤yang　髄mili虹, dikua臆sai,

d紬/atau di皿anねatkan oleh orang pribadi atau

bad餌, kecu粗i kawasan yang digunakan untuk

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan

pertambang狐.

7. Wajib Pajak adalah orang priba髄atau badan yang

secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi

dan/atau mempcroleh manぬat alas bumi, dan/atau

mem追出, menguasai, din/atau memeproleh manぬat

atas b弧guna皿.

8. Subjek Pajak adala血orang phbadi atau badan yang

secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi

da皿/atau me皿peroleh m紬ぬat atas bumi, dan/atau

memiliki, menguasai, dan /atau memperoleh manfaat

atas b紬gunan.

9. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP

adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana

dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan

tertentu.

10. Basis Data adalah kumpulan informasi objek dan

subjek PBB-P2 serta data pendukung lainnya dalam

suatu wilayah adm血istrasi Peme正ntah Kota se巾a

disi皿pa皿dala皿media penyimp孤紬data.



11. Pendata紬ulang o申ek Pajak Bumi d紬B劃gunan

Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut

Pendataan Ulang Objek PBB-P2 adalah kegiatan yang

d組akuk劃　oleh BPKPAD Kota Sibolga　皿tuk

memperoleh data PBB-P2　sesuaj prosedur

pembentukan basis data dan bekerja sama dengan

pihak lain y孤g ditentukan oleh BPK払D Kota

Sibolga.

12. Surat Pembentahuan Objek Pajak yang selanjutnya

disingkat SPOP ada重ah surat yang digunakan oleh

Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pe｢kotaan

sesuaj deng劃　ketentu紬　pe重aturan pemndang-

undang狐pe重中ajak紬dae｢ah･

1 3. Lampir紬　　　SPOP y紬g sela垂utnya

disingkatしSPop adalah fbmulir y紬g digunakan

oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk

melaporkan data rinci Objek Pajak.

BAB重量

MAKSUD DAN TU↓UAN

Pasal 2

( 1) Maksud pelaksanaan Pendata狐Ulang Oセjek PBB-P2

adalah untuk mendata, melakukan pengecekan dan

menyesuaikan dengan basis data PBB-P2 Pemerintah

Kota Sibolga terhadap kondisi sebenamya sesuai

dengan perkembangan yang ada.

(2) Tujuan pelaksanaan Pendataan Ulang Objek PBB-P2
adalah untuk memperoleh data PBB-P2 yang akurat

dalam rangka menetapkan pajak untuk optimalisasi

Pendapatan Aset Daerah Kota Sibolga.

BAB11量

PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG OBJEK PBB-P2

Pasal 3

(1)Pelaksanaan Pendataan Ulang Objek PBB-P2
dibentuk Tim P�襷�F����Vﾆ�誡��&ｦVｲ��$"ﾕ�"�ｶ��

Sibolga dcngan Keputusan Wall Kota.

(2)Susun狐　Tim Pendata紬　Ul紬g sebaga血紬a

dimaksud pada ayat (1) terdiri da重i Pembina, Wa貼1

Pemb血a, Pengarah, Penanggung ｣awab, Ketua, Wa虹1

Ketua, SekretahsタAnggota, dan Petugas Lap狐gan.

(3) Dala皿rangka memb紬tu tugas Tim Pendataan Ulang

sebagaimana di皿aksud pada ayat (2) dapat dibentuk

Sekretariat Tim.

/4/丑(gas..



(4)皿gas Tim Pendataan Ulang sebagaimana dimaksud

pada争yat (2)紬tara lain :

a. mengumpulkan bahan referensi berupa peraturan

perundang-undangan dalam rangka menunjang

kelancaran proses pelaksanaan pendataan;

b. menyiapkan data wajib pajak PBB-P2;

c. melarfukan verifikasi/pendataan ulang objek

PBB-P2;

d. melakukan pengambilan data-data objek pajak

untuk dimasukka皿ke dalam aplikasi;

e. melakukan penginputan data objek pajak ke

dalam aplikasi; dan

豊. melapo重k弧hasil pelaks紬aan tugas Tim kepada

Wali Kota皿elalui Se血etaris Daerah.

(5) Tugas Se血etahat Tim sebagaimana dimaksud pada

ayat (3)狐tara lain :

a. membantu mengunpulkan bahan referensi

bempa pera亡uran pe細工ndang-undangan dalam

rangka menu垂ang kelancaran pro s e s

pelaks狐a紬peqyusun紬dokumen;

b. memb紬tu melaks紬ak紬pembahasan materi;

c･ melakukan dan melaksanaka皿　kegiat狐　ke

sekretahat紬y紬g d組aks狐ak狐oleh Tim;

d. me皿ba皿tu melakuka皿　　　k○○rdinasi din

sinkronisasi deng紬pihak/instansi terkait; dan

e･ melaks紬ak狐　tugas-tugas yang dibehkan oleh

Tim.

Pasal4

(1) Jangka waktu pelaksana紬dilakukan paling lama 1

(satu) bulan setelah Data PBB-P2 pada Basis Data

PBB-P2 Kota Sibolga ditehma olehしu重ah dad Kep血a

Sub Bidang BPK恥D.

(2) Adapun pelaksanaan pendataan sebagaimana

dimaksud pada ayat (i), ya血i sebagai berikut:

a. Tim Pendata狐　U重紬g sebagaim狐a dimaksud

da重am Pasal　3　ayat (1) menyiapkan dan

memba豆k狐　data PBB-P2　sesuai dengan basis

data PBB-P2 Kota Sibolga kepada Lurah;

b. Lurah be正ugas untuk membagi data

sebagaimana di皿aksud pada bumf a yang akin

didata ulang oleh Petugas Lapangan;

c. Lurah me皿e正ntahk紬Petugas Lapang紬untuk

mendata ulang objek dan /atau subjek pajak

PBB-P2 dengan mengisi ke dalam SPOP, LSPOP

d狐Ke轟as Ke重うa sebagaimana tercantum dal狐

Lampir紬I Peratuan Wall Kota ini yang

mempaka皿　bagi狐　tidak terpisahka皿　dari

Peratura皿　Wali Kota ini yang diperoleh dari

Kantor Kelurahan dengan dilengkapi toto objek

PBB-P2 ;

d.Dala肌,..



d. D瓢am hal telah dilakukannya. pendataan ulang,

petugas lapang狐menmdat狐g紬i ke五as ke重ja

yang selanjutnya diserahkan dan untuk

ditandat孤gani/distempel oleh Lurah;

e. Berdasark組hasil kcrtas ke巧a petugas lapangan

yang telah dite血na dan diteliti sebagaimana

dimaksud pada humf a, b, dan c Lurah membuat

Be正ta Acara Hasil Pendataa皿Ulang di Lapangan

yang telah ditandat狐gani dan berstempel

sebagaimana tercantum dalan Lampiran 11

Peraturan W瓢i Kota ini yang me調pakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

f. Petugas Lapa皿gan juga melampirk狐ke轟as keヰa

beserta dokumen pendukung lainnya dan

sela可u亡nya disa皿p壷k狐　kepada Kepala Sub

Bid紬g selaku k○○rd血ator wilayah ke重ja; din

9. Untuk pelaporan has組　pendataan　山ang di

lapangan pal血g lama setiap 5 (lima) ham ke重ja･

BAB工V

PEMB暮AYAAN

Pasal5

Pembiayaan atas pelaksana狐Kegiatan Pendataan Ulang

Objek PBB-P2　dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daera血(APBD) Kota Sibolga.

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal6

Peraturan Wall Kota ini berlaku sejak tanggal

diund紬gkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, meme正ntahkan

pengundangan Peratur紬　Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan血Sibolga,

pada tanggal 04 September 2023

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDD量N POHAN

Diund狐gk劃di Sibolga

pada tanggal 04 September 2023

sEKRE皿Rls DAERAH KOTA s量BOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BER暮皿DAERAH Ko船s重BOLGA皿HUN 2023 NOMOR 523

Salinan sesua王deng狐asl血ya



:.`:.:.:.露



N() ��W'V&���蔕&ｦVｵ��ｦ�ｲ�Jumt租血 
NomorO山ekPa_iak(NOP) 

1 �"�3 

1 班V�4'Vﾖ�� 

2 班V�4&�誣V���� 

3 班V�4(ﾈﾆ蜂Jt(葷wX葷�� 

Ju血l徴h ��


